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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan 

atau program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi 

yang tertuang dalam strategic planning (perencanaan strategis)suatu organisasi (Mahsun, 

2006:26). Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai 

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan 

atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja 

seseorang atau organisasi tidak mungkindapat diketahui karena tidak ada tolokukurnya. 

      Kinerja yang baik adalah kinerja yang mengikuti tata cara atau prosedur sesuai 

standar yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kinerja yang baik harus intropeksi 

diri demi tercapainya kinerja yang lebih baik kedepannya, bekerja sesuai posisi, porsi 

dan job masing-masing. 

      Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam 

mengelola keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, 

efiensi, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. Kinerja Instansi Pemerintah kini 

menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakatterhadap 

penyelenggaraan administrasi publik. Kinerja keuangan yang baik adalah kinerja yang 

efektif, efisiensi, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. Menurut Undang-Undang 

No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Bab XI pasal 280 yang digunakan 
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sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk mengelola dana secara efektif, efisien, 

ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. Kinerja keuangan juga mencakup kinerja 

anggaran, karena anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor publik, 

terutama organisasi pemerintah. Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang 

hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial 

(Mardiasmo, 2009:61).  

     Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang 

mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi 

biaya (input) yang ditetapkan (Halim & Iqbal, 2012). Anggaran yang disusun memuat 

keterangan antara lain: 

a. Standar yang diharapkan menurut fungsi belanja 

b. Standar pelayanan yang diharapkan dan diperkiran biaya satuan komponen 

kegiatan yang bersangkutan 

c. Persentase dari jumlah pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi 

umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal atau pembangunan. 

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan 

urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Belanja 

daerah disusun agar berorientasi pada pencapaian output dan outcome dari input yang 

direncanakan, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan 

anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 

Permasalahan yang sering terjadi pada anggaran belanja di sektor publik adalah sebagai 

berikut : 
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1. Inefisiensi.  

Inefisiensi adalah dimana anggaran negara dibelanjakan lebih banyak dari yang 

seharusnya atau dibutuhkan. Indikasinya dapat terlihat dari adanya tumpang tindih kegiatan, 

biaya yang dibebankan melebihi standar biaya, hingga terjadi tindakan yang melanggar 

hukum seperti mark up atau manipulasi harga. Pengalokasian anggaran yang kurang efisien 

juga sering terjadi. 

2. Penyerapan anggaran yang kurang optimal 

Rendahnya penyerapan anggaran di awal tahun, dan kemudian di genjot diakhir tahun 

hampir terjadi disemua pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Secara sederhana, 

penyerapan anggaran adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya. Penyerapan 

anggaran yang rendah, menyebabkan dana tidak cepat tersalurkan kepada masyarakat dan 

tidak tersalur ke sistem perekonomian daerah, sehingga penerima manfaat tidak bisa 

menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dari dana tersebut secara tepat waktu.  

3. Duplikasi anggaran.  

Duplikasi anggaran adalah kegiatan yang sama yang mengakibatkan pengeluaran negara 

dilakukan secara berulang-ulang oleh satuan kerja instansi pemerintah. Duplikasi yang sering 

terjadi adalah kegiatan yang sama dengan output yang sama dianggarkan beberapa kali dalam 

satuan kerja instansi pemerintah. 

4. Masih kurang berorientasi kepada output. 

Output atau keluaran merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, 

program dan aktivitas. Pengukuran output adalah pengukuran keluaran langsung suatu 

proses. Ukuran output menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. 
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Permasalahan yang sering terjadi bahwa penganggaran yang dilakukan kurang berorientasi 

terhadap output, atau output yang dihasilkan tidak sebanding dengan apa yang dianggarkan. 

5. Masih rendahnya persentase untuk belanja modal. 

Masih rendahnya penyeraan anggaran belanja modal menjadi permasalahan di Instansi 

Pemerintahan. Belanja modal punya efek berganda yang besar dan hasilnya dapat dinikmati 

secara langsung oleh masyarakat Indonesia, karena ia berwujud proyek-proyek 

pembangunan pemerintah, ia berwujud pembangunan fisik termasuk infrastruktur 

penting.Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya penyerapan anggaran belanja modal 

adalah jeleknya infrastruktur yang sudah ada dan tidak ada penambahan yang signifikan dari 

sisi jumlah proyek infrastruktur baru. 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan 

wewenang yang diberikan kepala daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Sebagai 

salah satu SKPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan juga 

dituntun dalam pencapaian kinerja anggaran yang baik, tetapi dalam kinerja anggaran 

belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan ditemukan adanya 

permasalahan. Permasalahan itu antara lain yaitu pengalokasian anggaran yang kurang 

efisien sehingga membuat penyerapan anggaran rendah, penurunan pagu anggaran yang 

mempengaruhi capaian indikator kinerja, dan persentase belanja modal yang masih 

tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada  gambar 1 berikut ini. 
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Gambar 1. Program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel 

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan 

Gambar 1 menunjukkan bahwa adanya permasalahan pada program yang ada di 

Bankesbangpol Provinsi Sumatera Selatan yaitu terlihat pada program pendidikan 

politik bagi generasi muda dan pelajar di Sumsel. Pada tahun 2014 Bankesbangpol 

Provinsi Sumsel mempunyai program pendidikan politik bagi generasi muda dan Pelajar 

di Sumsel dengan pagu anggaran sebesar Rp 237.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 

225.238.350 yaitu 95,04 persen, sedangkan pada tahun 2015 program ini memiliki 

anggaran sebesar Rp 100.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0 yaitu sebesar 

0 persen dari jumlah anggaran. Realisasi anggaran belanja program ini jauh dari target, 

berarti ada dana yang tidak digunakan, sehingga menimbulkan pengalokasian anggaran 

Target Realisasi Target Realisasi (Rp) Target Realisasi

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 Program pelayanan administrasi perkantoran

1.      Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000 7.161.400 10.000.000 7.426.900 5.000.000 4.966.000

2.      Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 169.334.00 110.691.581 169.000.000 121.469.29 167.400.000 113.834.264

           3.      Penyediaan alat tulis kantor 200.000.000 199.700.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.      Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 688.830.000 651.002.005 591.721.600 385.000.00

2.      Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 85.000.000 84.432.500 200.000.000 162.000.000 100.000.000 98.800.000

           3.      Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 100.000.000 75.000.000 74.960.000

3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capian kinerja dan keuangan

1.      Rapat teknis SKPD 100.000.000 99.400.000 150.000.000 150.000.000

2.      Monitoring,evaluasi dan pelaporan 145.000.000 140.723.650 250.000.000 250.000.000

           3.      Rakor Bankesbangpol Prov.Sumsel 195.000.000 194.975.000 250.000.000 250.000.000

4 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.      Pemantauan dan pelaporan aksi demo di Sumsel 150.000.00 149.875.500 200.000.000 200.000.000 104.000.000 103.560.000

           2.      Fasilitasi tim terpadu penanganan gangguan keamanan 1.146.567.000 1.146.164.210 1.145.000.000 1.135.000.000 281.000.000 280.834.200

5 Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.      Pengembangan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di Prov.Sumsel 137.500.000 136.587.769 150.000.000 150.000.000 30.000.000 30.000.000

           2.      Pembekalan kesadaran bela Negara 440.000.000 436.448.700 150.000.000 150.000.000 69.400.000 67.733.000

6 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1.      Fasilitasi forum pembauran kebangsaan (FPK) Prov.Sumsel 61.900.000 61.521.900 550.000.000 479.181.200 85.700.000 84.542.000

           2.      Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat 53.142.000 52.619.400 250.000.000 248.680.200 83.500.000 83.475.000

7 Program pendidikan politik masyarakat

1.      Pembekalan peningkatan pemahaman pendidikan politik dan etika budaya politik 163.000.000 154.869.940 200.000.000 199.778.000 138.800.000 134.030.000

2.      Pendidikan politik bagi generasi muda dan pelajar di Sumsel 237.000.000 225.238.350 100.000.000 0

           3.      Publikasi pendidikan politik melalui media 200.000.000 200.000.000 68.000.000 67.956.000

2014 2015 2016

Tahun Anggaran
Program/KegiatanNo



6 
 

yang dilakukan kurang efektif dan justru mengarah pada pemborosan. Berikut ini adalah 

data mengenai tingkat belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera 

Selatan yaitu : 

    Tabel 1. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014-2016   

Uraian   Tahun Anggaran 

2014 2015 2016 

Target 

(Rp) 

Real 

(Rp) 

Target 

(Rp) 

Real (Rp) Target 

(Rp) 

Real (Rp) 

Total 

Belanja 

18.821.1

36. 000 

18.289.4

38.536 

 

19.912.

756.000 

 

18.129.75

8.295 

 

7.660.903.

230,83 

 

6.785.133.

353 

 

Belanja 

tidak 

langsung 

4.831.13

6.000 

 

4.643.05

7.347 

5.062.7

56.000 

 

 

 

4.911.222

.650 

4.072.084.

000 

 

 

 

4.046.685.

686 

Belanja 

Langsung 

13.990.0

00.000 

 

 

13.646.3

81.189 

 

14.850.

000.000 

 

 

13.218.53

6.645 

 

3.588.819.

230,83 

3.459.118.

723 

 

Belanja 

Pegawai  

 

162.150.

000 

 

 

143.800.

000 

223.900

.000 

 

138.700.0

00 

 

13.800.00

0 

 

 

 

13.800.00

0 

 

Belanja 

Barang dan 

Jasa 

11.566.8

90.000 

 

 

 

11.285.6

06.684 

13.947.

700.000 

 

 

 

12.461.18

9.605 

 

3.575.019.

230,83 

 

 

 

3.445.318.

723 

 

Belanja 

Modal 

 

2.260.96

0.000 

 

2.216.97

4.505 

 

706.921

.600 

 

 

618.646.0

40 

0 

 

 

0 

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan 

      Pada tabel 1 menunjukkan bahwa untuk belanja modal mengalami penurunan drastis 

setiap tahunnya, pada tahun 2014 Rp 2.260.960.000 turun menjadi 706.921.600 ditahun 

2015,  bahkan tidak adanya anggaran untuk belanja modal pada tahun 2016 yaitu Rp 0. 
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Belanja modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel belum mencapai 

persentase 30 persen, padahal belanja modal suatu instansi pemerintahan harus 

mencapai 30 persen sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 

2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) 2010-

2014 dan amanat Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan 

APBD Tahun Anggaran 2014 yang menyatakan bahwa belanja modal pemda harus 

mencapai 30 persen, belanja modalpunya efek berganda yang besar dan hasilnya dapat 

dinikmati secara langsung oleh masyarakat Indonesia, belanja modal berwujud proyek-

proyek pembangunan pemerintah dan pembangunan fisik termasuk infrastruktur 

penting. Data pada tabel 1 juga menunjukkan adanya penurunan pagu anggaran total 

belanja yang terjadi pada tahun 2016 yaitu Rp 7.660.903.230,83, sedangkan pada tahun 

2015 anggaran untuk total belanja yaitu Rp 19.912.756.000.  

      Berdasarkan kesenjangan antara fakta yang ada di lapangan ini diindikasikan bahwa 

kinerja anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan 

belum maksimal. Oleh karena itu harus diteliti lebih lanjut bagaimana kinerja anggaran 

belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yakni : 

“Bagaimana kinerja anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Sumatera Selatan?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : Untuk mengetahuikinerja 

anggaran belanja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. 
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D.  Manfaat Penelitian  

      Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalahhasil penelitian ini diharapkan 

bisa berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat membantu perkembangan Ilmu 

Administrasi Negara khususnya konsentrasi Administrasi Keuangan Negara dan Fiskal, 

dan dapat dijadikan bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam 

membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja 

anggaran pemerintah daerah. 
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